
 

88 
 

BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

1.  Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di 

Jorong Tandai telah dijalankan melalui dua aspek utama, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan, Pemerintah 

Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum menjadikan 

RPJMD Tahun 2021–2026 sebagai pedoman dan telah merealisasikan 

pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 7 kilometer pada tahun 

2022. Namun, pelaksanaan pembangunan lanjutan menuju kawasan 

permukiman belum dapat diselesaikan karena wilayah tersebut berada 

pada kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), sehingga peran 

pemerintah daerah secara normatif telah sesuai dengan kewenangan 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, tetapi 

secara empiris masih bersifat responsif-parsial dan belum sepenuhnya 

optimal apabila diukur dari prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata 

kelola pemerintahan yang baik. 

2.  Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan 

infrastruktur jalan di Jorong Tandai terdiri atas dua hal pokok. Pertama, 

status kawasan TNKS yang mengharuskan adanya penurunan status 

hutan dan kerja sama lintas instansi sebelum pembangunan permanen 

(hotmix) dapat dilanjutkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya. Kedua, kendala pada tahap perencanaan dan 

penetapan prioritas pembangunan, di mana usulan masyarakat yang 

telah disampaikan secara berulang melalui Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat jorong dan nagari belum 

sepenuhnya menjadi prioritas pada tingkat kabupaten. Kedua kendala 

tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, 
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khususnya pada aspek ekonomi, pendidikan, dan akses pelayanan 

kesehatan. 

3.  Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, peran pemerintah 

daerah sebagai al-sulthah al-tanfidziyyah telah dijalankan melalui 

upaya pelaksanaan dan perbaikan pembangunan jalan, namun 

pelaksanaannya masih bersifat bertahap dan belum tuntas. Prinsip 

kemaslahatan (mashlahah) dan pencegahan mudarat telah menjadi 

arah kebijakan pemerintah, tetapi hasilnya belum sepenuhnya 

mengurangi mudarat yang dirasakan masyarakat dalam bidang 

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, prinsip keadilan 

(al-‘adl) masih perlu diperkuat karena terdapat kesenjangan antara 

persepsi keadilan menurut pemerintah, yang berpedoman pada 

prioritas dan kewenangan formal, dengan persepsi keadilan menurut 

masyarakat, yang menilai keadilan berdasarkan hasil pembangunan 

yang dirasakan secara langung. 

5.2. Saran  

1.  Bagi Pemerintah Daerah disarankan untuk lebih serius dalam 

menyelesaikan permasalahan pembangunan jalan di Jorong Tandai, 

terutama yang berkaitan dengan status kawasan TNKS. Pemerintah 

daerah perlu segera mengajukan dan menindaklanjuti usulan 

perubahan atau penyesuaian status kawasan kepada pemerintah pusat 

atau instansi yang berwenang, sehingga pembangunan jalan menuju 

kawasan permukiman masyarakat dapat dilanjutkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah 

daerah diharapkan dapat menetapkan kebijakan atau regulasi daerah 

yang mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di 

Jorong Tandai, sehingga terdapat arah kebijakan yang lebih jelas dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan 

ketentuan mengenai kawasan TNKS. 
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2.    Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan disarankan untuk 

meningkatkan perhatian terhadap kondisi jalan di Jorong Tandai, 

khususnya pada ruas jalan yang belum memadai menuju kawasan 

permukiman masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat 

mengusulkan pembangunan dan peningkatan jalan Jorong Tandai 

sebagai bagian dari prioritas pembangunan sesuai dengan 

kewenangannya serta melaksanakan perbaikan secara bertahap 

berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya, pembangunan tetap perlu disesuaikan dengan 

ketentuan yang berlaku mengenai kawasan TNKS agar pembangunan 

dapat berjalan sesuai dengan kewenangan dan dasar hukum yang ada. 

3.  Bagi pemerintah nagari dan jorong, disarankan untuk terus 

menyampaikan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Jorong 

Tandai terkait pembangunan jalan melalui mekanisme perencanaan 

pembangunan yang tersedia, khususnya melalui Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan tersebut perlu 

disertai dengan penyampaian kondisi dan kebutuhan masyarakat 

secara jelas agar dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan 

prioritas pembangunan di tingkat kabupaten. Hal ini penting karena 

berdasarkan hasil penelitian, usulan pembangunan jalan Jorong Tandai 

telah disampaikan secara berulang, tetapi belum sepenuhnya menjadi 

prioritas pembangunan di tingkat kabupaten. 

4.  Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai pola kerja sama antara pemerintah daerah 

dengan pengelola kawasan konservasi dalam pembangunan 

infrastruktur di wilayah penyangga taman nasional, sehingga dapat 

memberikan kontribusi akademik yang lebih luas terhadap kajian 

siyasah tanfidziyah dan tata kelola pemerintahan daerah. 
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